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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

tahun 2025 di Kalurahan Selopamioro, Kabupaten Bantul mendukung 

kepastian hukum dan keadilan akses tanah sebagai kelanjutan PTSL 

2017–2018 dalam pelengkapan data dan penataan administrasi 

pertanahan. Dari aspek kepastian hukum, PTSL 2025 melaksanakan 

pendataan ulang dan verifikasi mendalam terhadap bidang tanah yang 

belum memiliki penetapan status hak secara yuridis sehingga 

menghasilkan data yang lebih akurat dan jaminan hukum yang lebih kuat 

meskipun menghadapi kendala berkas lama, sebaran ahli waris, dan 

kelengkapan dokumen. Dari aspek keadilan akses, pemerintah membuka 

pendaftaran secara luas, mengidentifikasi tanah belum terdaftar, 

memberikan pendampingan, serta memusatkan layanan di tingkat 

kalurahan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan 

demikian, PTSL 2025 berkontribusi memperkuat kepastian hukum dan 

keadilan akses tanah serta menegaskan pentingnya kesinambungan 

program untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan secara 

berkelanjutan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar 

meskipun pelaksanaan PTSL telah berjalan sesuai prosedur, penguatan 

tetap perlu dilakukan pada setiap tahapan guna mengatasi hambatan yang 
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muncul, antara lain dengan memperkuat pendataan awal melalui 

pengecekan langsung oleh petugas kalurahan ke lokasi dan keluarga 

pemilik tanah untuk memastikan kesesuaian data, memperjelas verifikasi 

berkas melalui penyediaan daftar persyaratan tertulis kepada warga 

sebelum jadwal pemeriksaan agar kekurangan dokumen dapat diperbaiki 

sejak dini, serta memperkuat pencatatan digital dengan kewajiban 

pembaruan data setiap kali terjadi koreksi atau penambahan informasi 

guna mencegah pengulangan verifikasi. Selain itu, pemerintah kalurahan 

perlu menjaga konsistensi pelayanan yang mudah diakses dengan 

menambah jadwal pelayanan dan menyediakan pendampingan langsung 

bagi warga yang mengalami kesulitan administrasi, sementara 

masyarakat diharapkan menyiapkan dokumen pertanahan sejak awal 

serta mengonfirmasi keberadaan dan persetujuan ahli waris sebelum 

proses verifikasi, sehingga hambatan administratif dapat diminimalkan 

dan penyelesaian PTSL dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan 

berkelanjutan dalam mewujudkan kepastian hukum serta pemerataan 

akses tanah di Kabupaten Bantul. 
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